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ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas telah menjadi persoalan umum di Indonesia salah
satu nya di Kota Tasikmalaya, kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban
pasti berdampak terhadap hukum yaitu berupa hak yang harus dipenuhi, salah
satunya adalah hak santunan kecelakaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 240
C Undang Undang Nomor Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Instansi resmi BUMN yang memberikan santunan kepada korban kecelakaan
adalah PT Jasa Raharja (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang mengelola asuransi bagi para penumpang angkutan umum,
penumpang kendaraan pribadi, dan pejalan kaki. Namun tidak semua korban
kecelakaan dapat memperoleh santunan tersebut, perlu adanya tinjauan prosedural
hukum mengenai syarat administratif korban kecelakaan lalu lintas untuk
pemenuhan haknya memperoleh santunan asuransi kecelakaan, dan mengetahui
apakah korban memang berhak atau tidak berhak memperoleh santunan kecelakaan
dari PT. Jasa Raharja.Kecelakaan lalu lintas telah menjadi persoalan umum di
Indonesia salah satu nya di Kota Tasikmalaya, kecelakaan lalu lintas yang
menimbulkan korban pasti berdampak terhadap hukum yaitu berupa hak yang harus
dipenuhi, salah satunya adalah hak santunan kecelakaan, sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 240 C Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Instansi resmi BUMN yang memberikan santunan kepada korban

kecelakaan adalah PT Jasa Raharja.
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PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Kemajuan bidang transportasi dan teknologi di Indonesia merupakan hal
yang membantu perkembangan kelayakan hidup masyarakat di Indonesia secara
signifikan. Hal ini dapat terjadi sebab pekerjaan masyarakat membutuh transportasi
sebagai sarana pendukung untuk melancarkan pekerjaan — pekerjaanya, sebagai
contoh adalah transportasi diperlukan seseorang untuk mencapai lingkungan tempat
ia bekerja dengan tepat waktu atau menemui mitra kerja pada lokasi dan waktu yang
telah ditentukan sebelumnya. Pekerjaan dan aktivitas manusia kini tidak dapat
terlepas dari kebutuhan akan transportasi, sehingga melalui sarana dan prasarana
transportasi yang baik, masyarakat dapat melakukan pekerjaan nya menjadi lebih
efektif dan efisien. Hal ini pula lah yang menjadikan transportasi sebagai suatu
kebutuhan yang krusial bagi manusia dan melekat dalam kehidupan sehari — hari
manusia.

Dalam pelaksanaannya, penggunaan transportasi memiliki risiko
kecelakaan yang membahayakan baik pengguna maupun penumpang alat
transportasi tersebut. Kerugian yang dialami akibat dari kecelakaan alat transportasi
dapat bersumber dari kesalahan individu maupun pihak lain, namun dampak yang
ditimbulkan dapat saling. Dengan demikian, selain membawa manfaat dalam
kehidupan sehari — hari, penggunaan alat transportasi pun memiliki risiko yang

merugikan baik kepada pengguna maupun pihak ketiga.



Risiko kerugian dalam penggunaan alat transportasi menjadi perhatian bagi
pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dalam hal terjadi kecelakaan
yang melibatkan transportasi. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, diperlukan suatu
jenis badan/perusahaan/lembaga yang kapabel untuk merespons risiko kerugian
tersebut. Salah satu bentuk alternatifnya adalah pembentukan sejenis perusahaan
asuransi. Perusahaan asuransi yang dimaksud adalah perusahaan yang bertugas
secara spesifik menjamin risiko kerugian nasabah dalam hal terjadi kecelakaan lalu
— lintas alat transportasi yang dalam pelaksanaannya diatur oleh suatu dasar hukum
atau ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2020, PT Jasa Raharja (Perseo) telah menjadi BUMN dengan
tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat menanggapi risiko kecelakaan yang
terdapat dalam penggunaan alat transportasi. Terdapat dua cara umum yang dapat
ditempuh, yakni mengadakan iuran/pembayaran wajib yang umumnya biaya
iuran/pembayaran tersebut termasuk dalam biaya ongkos angkut penumpang yang
tertera pada sarana pembayaran seperti karcis atau tiket dan mengadakan
sumbangan wajib berupa pembayaran yang dilakukan secara periodik di kantor
Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK.

Berdasarkan Undang — Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian, secara sederhana, PT Jasa Raharja (Persero) adalah perusahaan yang
melakukan tugas dan tanggungjawab sosial untuk menjaminkan dan menyalurkan
pertanggungan kepada korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya
sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam UU dimaksud.

Dengan demikian, keberadaan perusahaan ini sangat esensial dan memiliki



kontribusi yang positif dalam menjamin dan melindungi korban/ahli waris bilamana
mengalami kecelakaan. Adapun manfaat yang dapat diberikan PT Jasa Raharja
(Persero) pada nasabahnya berupa penggantian biaya rawatan dan pengobatan
(S&K), santunan kematian, dan santunan cacat tetap.

Proses pengajuan santunan di PT Jasa Raharja memiliki syarat dan
ketentuan yang wajib dipenuhi oleh nasabah. Hal ini bersesuaian dengan Undang —
Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan/atau Undang — Undang Nomor 34 tahun 1964.
Persyaratan pengajuan tersebut diperlukan untuk mendapatkan asuransi yang
berhak diterima.

Adapun pemenuhan pengajuan dana santunan melalui proses peninjauan
dari sisi kronologi kecelakaan. Melalui kronologi tersebut, akan dilakukan uji
kelayakan atas penerimaan santunan tersebut, sehingga dana yang disalurkan tepat
sasaran berikut hal — hal prosedural lainnya.

Pemahaman atas hal — hal prosedur tersebut menjadi sangat penting untuk
mengetahui secara keseluruhan tentang latar belakang, tujuan, eksistensi, dan
proses bisnis dari PT Jasa Raharja (Persero). Berdasarkan uraian tersebut penulis
menyusun laporan magang dengan judul “PROSEDUR PENYERAHAN
ASURANSI SANTUNAN DI PT. JASA RAHARJA (PERSERO) KOTA
TASIKMALAYA” untuk membahas hal — hal mengenai prosedur asuransi lebih
komprehensif.

1.2 Tujuan Magang
1. Mengetahui dan memahami prosedur pengajuan santunan di PT Jasa

Raharja (Persero) Kota Tasikmalaya.



2. Mengidentifikasi kendala dan masalah dalam kegiatan prosedur pengajuan

santunan di PT Jasa Raharja (Persero) Kota Tasikmalaya.

1.3 Target Magang

1. Mampu dan memahami mengenai prosedur pengajuan santunan di PT Jasa
Raharja (Persero) di Kota Tasikmalaya.

2. Mampu mengidentifikasikan kendala dan masalah dalam kegiatan prosedur

pengajuan santunan di PT Jasa Raharjo (Persero) Kota Tasikmalaya.

1.4 Metode Pelaksanaan Magang
1.4.1 Bidang Magang

Pelaksanaan magang mengambil bidang pelayanan santunan dan
operasional. Dalam pelaksanaan magang, Penulis melaksanakan tugas berupa
menerima berkas dokumen klaim dan pengklaim, mengirimkan berkas, dan
melakukan proses transaksi pembayaran santunan terhadap pengklaim.
1.4.2 Lokasi Magang

Lokasi magang akan dijalankan magang ialah di PT. Jasa Raharja (Persero)
Kota Tasikmalaya yang berada di JI. Mohammad Hatta Nomor 188a, Sukamanah,
Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46131. Dan untuk waktu
operasionalnya, PT Jasa Raharja (Persero) beroperasi setiap hari senin sampai
jum’at dengan jam beroperasinya yaitu pukul 07.30 sampai dengan 16.30 WIB.

Berikut merupakan gambar lokasi PT Jasa Raharja pada Google Maps.
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1.4.3 Jenis dan Sumber Data
Penyusunan laporan magang menggunakan jenis dan sumber data berupa

Live traffic +
\1

Gambar 1. 1 Lokasi Magang

data sekunder dan data primer
1. Sumber Data Sekunder
Menurut Sugiyo (2018:456) Sumber data sekunder adalah sumber data yang
tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain

atau lewat dokumen. Data ini didapatkan dari data-data hasil dari survei prosedur

pengajuan santunan asuransi yang berada di PT. Jasa Raharja Kota Tasikmalaya

2. Sumber Data Primer
Menurut Sugiyo (2018:456) sumber data primer adalah sumber data yang

langsung memberikan data kepada pengumpul. Data ini didapatkan dari hasil



observasi lapangan dan wawancara kepada pihak yang mengajukan penyerahan
santunan asuransi yang berada di PT.Jasa Raharja Kota Tasikmalaya.
1.4.4 Metode Pengumpulan Data
1. Studi Pustaka

Studi kepustakaan ialah semua hal yang peneliti lakukan guna
mengumpulkan informasi yang dianggap memiliki kesesuaian terhadap topik
ataupun permasalahan yang tengah peneliti teliti. Informasi yang dimaksud tersebut
peneliti dapatkan melalui sejumlah buku ilmiah, laporan penelitian, berbagai
karangan ilmiah, tesis dan disertasi, sejumlah peraturan, beberapa ketetapan, buku
tahunan, ensiklopedia, dan sejumlah sumber tertulis baik tercetak maupun
elektronik lain (Azizah & Purwoko, 2017). Metode studi kepustakaan dilakukan
dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui hasil survei kepada
masyarakat mengenai prosedur pengajuan dan penyerahan klaim santunan asuransi
PT Jasa Raharja Kota Tasikmalaya.
2. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengamati atau
meninjau dengan cermat dan langsung pada lokasi penelitian untuk agar dapat
melihat kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah penelitian
yang dilakukan (Syafnidawaty, 2020). Dalam magang, metode observasi dilakukan
dengan survei di TKP dan kunjungan ke rumah korban. Adapun kunjungan
dimaksudkan untuk menyalurkan klaim asuransi ke masyarakat yang berada di

lingkungan kerja PT Jasa Raharja Kota Tasikmalaya.



3. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang dipakai untuk memperoleh informasi

tertentu yang dilakukan oleh pewawancara kepada narasumber secara tatap muka

atau melalui alat komunikasi langsung (Edi, 2016). Metode wawancara dalam

penulisan ini adalah dengan cara mengajukan pertanyaan kepada korban yang

mengalami kecelakaan dalam mengajukan penyerahan santunan asuransi yang

berada di PT.Jasa Raharja Kota Tasikmalaya.

1.5 Jadwal Magang

Kegiatan magang dilaksanakan dari tanggal 16 Mei 2022 s.d. tanggal 16

Agustus 2022 dijalankan dalam kurun waktu 3 bulan. Jadwal pelaksanaan magang

dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Magang

Waktu Pelaksanaan

No Septemb
Maret April Mei Juni Juli Agustus
m | Keterangan er
or
1/2/3|14/123412341 23 2341234
1 | Mencari
Tempat
Magang

2 | Penulisan
Term of

Reference

3 | Pelaksanaan

Magang




4 | Pengumpula

n Teori

Laporan

Magang
5 | Penyusunan

Laporan

Magang

Waktu Pelaksanaan
No Nomorv Desembe
Oktober Januari | Februari | Maret
mo Keterangan ember r
r
112(3/4(12/3/4/1/2/3/4/12 3412341234

1 | Mencari

Tempat

Magang
2 | Penulisan

Term of

Reference
3 | Pelaksanaan

Magang
4 | Pengumpulan

Teori Laporan

Magang
5 | Penyusunan

Laporan

Magang
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2.1 Manajemen Operasional
2.1.1 Pengertian Manajemen Operasional

Manajemen operasional adalah suatu proses yang berkesinambungan dan
efektif dalam menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan
berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan (Herjanto,
2008). Melengkapi definisi tersebut, Heizer dan Rander (2009:4) menjelaskan
bahwa manajemen operasional adalah sebuah rangkaian suatu kegiatan yang akan
menghasilkan sebuah nilai dalam bentuk jasa dan barang dengan mengubah suatu
input menjadi output.

Dengan demikian, manajemen operasional adalah sebuah kegiatan yang
menghasilkan segala pengelolaan faktor — faktor produksi (input) sehingga
menghasilkan output berupa berbagai macam produk dan jasa.

2.1.2 Ciri — Ciri Manajemen Operasional
Menurut (Stevenson, 2018) terkait dengan ciri — ciri manajemen operasional
terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya:

1. Fokus pada efisiensi operasional dan peningkatan produktivitas

2. Menggunakan pendekatan sistematis untuk mengelola operasi.

3. Memiliki tujuan jangka panjang yang selaras dengan tujuan

perusahaan secara keseluruhan.

4. Berfokus pada kepuasan pelanggan dan kualitas produk atau layanan.

5. Mengelola risiko operasional dengan cermat.



6. Berorientasi pada data dan analisis untuk membuat keputusan

operasional.

2.1.3 Tujuan Manajemen Operasional
Bersumber dari (Nasution, 2017) disebutkan bahwa tujuan manajemen

operasional ialah untuk mengelola operasi sehari — hari dari suatu organisasi secara
efektif dan efisien. Namun disamping itu ada beberapa tujuan khusus dari
manajemen operasional di antaranya:

1. Mengefisiensi dan menumbuhkan produktivitas operasional

2. Meningkatkan kualitas produk atau layanan

3. Menjaga konsistensi dan kesesuaian dengan standar operasional

4. Meningkatkan kepuasan pelanggan

5. Mengurangi biaya operasional

6. Meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas terhadap perubahan

lingkungan

7. Meningkatkan keamanan dan kesehatan kerja
2.1.4 Fungsi Manajemen Operasional

Fungsi manajemen operasional terdiri dari pengorganisasian, perencanaan,
peninjauan dan pengawasan. Dijelaskan juga dalam (Purwanto, 2020) dalam
bukunya sebagai berikut:
1. Pengorganisasian

Manajemen operasional berfungsi untuk membuat struktur organisasi yang
akan membantu terwujudnya tujuan suatu perusahaan. Kemudian, melalui

manajemen operasional akan ditentukan karakteristik sumber daya manusia yang
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diperlukan untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Manajemen operasi
membentuk susunan pekerjaan berdasarkan level, mulai dari level individu, grup
dan divisi. Klasifikasi level tersebut adalah untuk menciptakan sistem operasional
yang memadai demi meraih tujuan perusahaan. Tujuan dengan pembentukan
struktur organisasi ini agar semua orang tahu apa fungsi, wewenang dan tugas
masing-masing.
2. Perencanaan

Perencanaan didefinisikan sebagai perspektif masalah ekonomi dan sosial
yang berorientasi pada masa depan dan terus berkembang dalam hubungan antara
kesepakatan kebijakan program dan tujuan organisasi. Hal tersebut termasuk
persetujuan anggota organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi melalui
sinergi kebijakan program organisasi. Dengan demikian, perencanaan menyangkut
keseluruhan strategi, tindakan, dalam konteks lingkungan organisasi dan tujuannya.
Selain itu, perencanaan juga berfungsi mencakup penggunaan sumber daya dan
fasilitas fasilitas untuk output berupa produk organisasi itu sendiri.
3. Peninjauan

Setiap kegiatan operasi dan produksi harus ada peninjauan secara berkala
mencakup tahap penelaahan seluruh kegiatan organisasi. Hal ini dimaksudkan
untuk mendapatkan keterangan bagaimana proses kegiatan operasi organisasi dan
produktivitasnya. Peninjauan akan menghasilkan kesimpulan penelaahan yang
dapat digunakan untuk pertimbangan perbaikan dan masukan bagi fungsi
perencanaan dan pengawasan di lingkungan organisasi.

4. Pengawasan
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Kegiatan pengawasan berfungsi memandu dan menjamin berbagai kegiatan
dari hasil perencanaan berjalan sebagaimana yang telah disepakati. Dalam proses
ini pula lah, manajemen operasional berhak untuk menilai kinerja organisasi dan
melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang berlangsung.

2.2 Pelayanan
2.2.1 Pengertian Jasa

Jasa adalah setiap kegiatan, manfaat atau performa yang ditawarkan oleh
satu pihak kepada pihak lainnya yang bersifat tidak fisik dan tidak menyebabkan
perpindahan kepemilikan apapun di mana dalam produksinya saling terikat maupun
tidak dengan produk fisik (Kotler, 2012). Sedangkan menurut Saladin (2004) jasa
merupakan sebuah aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada
pihak yang lain, di mana pada dasarnya kasat mata atau tidak berwujud, dan tidak
menyebabkan kepemilikan atas sesuatu. Sementara menurut Lovelock (2007) jasa
merupakan sebuah layanan yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lainnya.

Adapun proses pelaksanaan jasa tersebut tidak terkait dengan produk fisik
dan jasa tidak terwujud.

2.2.2 Karakteristik Jasa
1. Tidak berwujud/Intangibility
Jasa tidak berwujud maksudnya adalah jasa tidak dapat dilihat, di
dengar, di raba, dan dicium sebelum jasa tersebut diterima.

2. Bervariasi/Variability
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Jasa bervariasi artinya dapat berubah — ubah ataupun berbeda — beda,
karena jasa ini bergantung terhadap siapa yang menyajikan, kapan, dan di
mana jasa itu disajikan
3. Tak terpisahkan/Inseparability

Jasa yang diproduksi biasanya langsung dikonsumsi pada saat yang
bersamaan dengan partisipasi konsumen di dalamnya.

4. Tidak Dapat Disimpan/Perishability

Jasa hanya dapat dirasakan ketika telah diproduksi dan disetujui

langsung oleh pelanggan/konsumennya.
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BAB 111
ANALISIS DAN DESKRIPTIF
3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah PT. Jasa Raharja (Persero)

= SN
#1JASA RAHARJA

Awal mula terbentuknya PT Jasa Raharja dimulai dari nasionalisasi belasan
perusahaan asuransi di Indonesia. Setelah beberapa kali penggabungan perusahaan
asuransi terbentuklah PT Jasa Raharja pada 1 Januari 1960 dan menjadi bagian dari
Indonesia Financial Group. Pendirian perusahaan tersebut seiringan dengan
disahkanya UU Nomor 19 PRP Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang
seluruh modalnya merupakan kekayaan negara. Perusahaan ini bergerak di bidang
asuransi terhadap kecelakaan penumpang alat angkutan umum dan asuransi
tanggung jawab dan telah memiliki 29 kantor cabang, 63 kantor perwakilan, dan 37
kantor pelayanan di seluruh Indonesia.

Sejarah pembentukan PT Jasa Raharja di Indonesia dapat dibagi menjadi
beberapa garis waktu dalam rentang perkembangan signifikan pada tahun 1960 —
1994 hingga sekarang sebagai berikut :

1. TAHUN 1960
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Awal mula pendirian PT Jasa Raharja berhubungan erat dengan intervensi
pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan pemerintah untuk
menasionalisasikan perusahaan — perusahaan Belanda terhadap perusahaan
Indonesia dengan menerbitkan Undang - Undang Nomor 86 tahun 1958 tentang
nasionalisasi perusahaan Belanda. Selain menjadi salah satu langkah untuk
menasionalisasikan perusahaan — perusahaan Belanda terhadap perusahaan
Indonesia, UU ini juga mengulangi pengelolaan asuransi kerugian di Indonesia.

PP Nomor 6 tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian
Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi tentang Bidang Asuransi Kerugian yang
ditetapkan pada 16 Januari 1960 sampai dengan 3 Desember 1957 mengatur
mengenai upaya nasionalisasi beberapa perusahaan asuransi kerugian Belanda.
Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dan diterapkan kepada Perusahaan Firma
Bekouw dan Mijnssen di Kota Jakarta, Perusahaan Firma Sluyters di Kota Jakarta,
dan Perusahaan Firma VVan Der Aa dan Blom di Kota Jakarta. Keempat perusahaan
hasil nasionalisasi tersebut ditetapkan menjadi sebuah badan hukum yang disebut
sebagai Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) sesuai dengan Undang -
Undang Nomor 19 PRP Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang seluruh
modalnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia.

2. TAHUN 1961

Pada awal tahun 1961, pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pendirian PNAK Eka Karya yang menjelaskan

bahwa terdapat empat PNAK yang dilebur menjadi satu berdasarkan semula pada
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PMK Nomor 12631/B.U.M. 1l tanggal 9 Februari 1960 yang nama perusahaannya
disebut dengan “Ika” diganti menjadi “Eka”.

Ke empat PNAK yang dimaksud adalah Eka Bhakti, Eka Dharma, Eka Mulya
dan Eka Sakti yang kemudian dilebur menjadi satu badan perusahaan dengan nama
PNAK Eka Karya. Melalui peleburan perusahaan — perusahaan menjadi PNAK Eka
Karya, segala hak/kewajiban, aset, modal/kepemilikan/ekuitas/kekayaan,
karyawan, dan lain — lain hal sebagainya keempat perusahaan tersebut menjadi
milik PNAK Eka Karya sebagaimana berlaku umumnya pada peleburan perusahaan
di Indonesia.

Namun demikian, dalam PMK Nomor 12631/B.U.M. Il, perusahaan —
perusahaan yang mengalami peleburan tersebut menggunakan menggunakan nama
“Ika” kembali. Oleh sebab itu, penggunaan nama “lka” juga digunakan oleh
perusahaan hasil peleburan menjadi “Ika Karya”. Hal ini merupakan dampak dari
penerbitan PMK Nomor: 29495 /B.U.M.Il yang diundangkan terlebih dahulu
daripada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pendirian
Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya yaitu pada tanggal 24 Maret
1961. Berdasarkan fenomena tersebut, ditemukanlah diskresi dalam penyebutan
nama—nama PNAK yang dilebur sehingga ditetapkan kembali untuk menggunakan
penyebutan “Eka” daripada “Ika”.

Adapun PNAK Eka Karya memiliki kedudukan tempat usaha di Jakarta dan
memiliki hak untuk mempunyai fasilitas — fasilitas berupa kantor cabang, kantor
perwakilan, agen atau koresponden di dalam dan/atau di luar negeri untuk

mendukung operasional perusahaan. Semenjak dibentuk, perusahaan ini bergerak
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dalam bidang yang sama seperti pendahulunya yakni usaha perasuransian dalam
mengadakan segala jenis asuransi dan reasuransi dan sebagai perantara atas usaha
tersebut.

3. TAHUN 1965

Tahun 1965 adalah kali pertama nama Jasa Raharja terbentuk melalui kebijakan
pemerintah yang mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1965
tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja.
Penggunaan nama tersebut dimulai sejak 1 Januari 1965. Adapun peleburan
perusahaan ini menyebabkan pengalihan seluruh kekayaan, pegawai dan segala
hutang piutang PNAK Eka Karya dialihkan kepada PNAK Jasa Raharja
sebagaimana perusahaan — perusahaan yang dilebur menjadi PNAK Eka Karya
sebelumnya.

Sebagaimana PNAK Eka Karya, PNAK Jasa Raharja memiliki tempat usaha
dan kantor pusat di Jakarta sebagaimana PNAK Eka Karya, serta dapat memiliki
hak untuk mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan untuk mendukung
operasional perusahaannya. Namun, PNAK Jasa Raharja hanya diperkenankan
untuk memiliki agen atau koresponden di dalam negeri.

Selain itu terdapat perubahan mendasar antara PNAK EKA Karya dan
PNAK Jasa Raharja yakni tugas mendasar ke dua perusahaan tersebut. Sebelumnya
PNAK Eka Karya mengelola segala macam asuransi termasuk asuransi atas
kecelakaan dan tanggungjawab kecelakaan kendaraan bermotor. Namun, melalui
peleburan menjadi PNAK Jasa Raharja, tugas tersebut dikerucutkan dan terfokus

pada bidang asuransi untuk menanggung jawabi asuransi kerugian dalam
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pemenuhan tanggung jawab kendaraan bermotor, kecelakaan transportasi,
reasuransi, dan perantara bidang asuransi serupa.

Pada 30 Maret 1965, diterbitkanlah Keputusan Menteri Urusan Pendapatan,
Pembiayaan dan Pengawasan Nomor B.A.P.N. 1-3-3 yang posisi PNAK Jasa
Raharja sebagai penyelenggara dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang
dan dana kecelakaan lalu lintas jalan melingkupi kejadian — kejadian yang diatur
dalam UU terkait.

4. TAHUN 1970

Pada tahun ini, status PNAK Jasa Raharja mengalami perubahan menjadi salah
satu Perusahaan Umum dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor Kep.750/KMK/IV/11/1970 tanggal 18 November 1970.
Perubahan status tersebut adalah untuk menindaklanjuti UU No 9 tahun 1969
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 1969 Tentang
Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang. Adapun Perusahaan
Umum (Perum) adalah adalah perusahaan negara yang didirikan dan diatur
berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang no.19 Prp
tahun 1960.

5. TAHUN 1978

Pemerintah menerbitkan PP Nomor 34 tahun 1978 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum
Asuransi Kerugian “Jasa Raharja”. Peraturan pemerintah ini mengelola
pelaksanaan Undang — Undang Nomor 33 dan Undang - Undang Nomor 34 tahun

1964. Melalui PP tersebut, perusahaan diberi mandat tambahan untuk menerbitkan
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Surety Bond sebagai surat penjaminan dan memberikan ruang bagi Perum Jasa
Raharja untuk menjamin surety bond di Indonesia sementara perusahaan asuransi
lain umumnya belum ada yang menerbitkan surety bond, sehingga lazimnya surat
jaminan tersebut diperoleh dari perusahaan luar negeri. Hal ini menyebabkan
adanya aliran devisa ke luar negeri.

6. TAHUN 1980

Pengembangan pelayanan oleh Perum Jasa Raharja berlanjut dan
membutuhkan perluasan pengelolaan usaha yang lebih terukur dan efisien di tahun
1980. Melalui latar belakang kebutuhan tersebut, PP Nomor 39 tahun 1980 tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja” menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero) tanggal 6 November 1980. Dengan demikian, sejak
tahun 1980, Perum Jasa Raharja berubah status dari Perusahaan Perseroan (Persero)
menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi
Kerugian Jasa Raharja.

7. TAHUN 1981

Perubahan yang terjadi di tubuh PT Asuransi Jasa Raharja juga mencakup
anggaran dasar yang seharusnya dipisahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero). Anggaran Dasar
Jasa Raharja tersebut selanjutnya dituangkan dalam akta notaris Imas Fatimah, SH
Nomor 49 tahun 1981 pada 28 Februari 1981.

Perubahan nomenklatur turut memperbaharui penunjukkan PT Asuransi Jasa
Raharja untuk Menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan

Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berdasarkan Keputusan
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Menteri Keuangan Nomor: 337/KMK.011/1981 tanggal 2 Juni 1981 tentang
Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja

8. TAHUN 1994 — Sekarang

Pada tahun 1994, diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun
1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagai penjabaran UU Nomor
2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam peraturan tersebut diatur
mengenai ketentuan yang tidak mengizinkan perusahaan asuransi untuk
menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial bilamana pada awalnya
perusahaan tersebut telah menjalankan usaha di program asuransi sosial. Seiringan
dengan penetapan ketentuan tersebut, pada tanggal 1 Januari 1994 sampai dengan
saat ini, PT Jasa Raharja tidak lagi bergerak di bidang usaha asuransi selain asuransi
sosial dan surety bond.
3.1.2 Profil PT. Jasa Raharja (Persero)

PT Jasa Raharja didirikan pada 1 Januari 1961 dengan bidang usaha asuransi
sosial. PT Jasa Raharja merupakan BUMN dan tidak terklasifikasi sebagai
perusahaan terbuka, namun demikian kepemilikan saham PT Jasa Raharja dibagi
kepada pemerintah sebanyak 1 lembar saham A dwiwarna milik pemerintah dan
PT Bahan Pembinaan Usaha Indonesia sebanyak 8.499.999 lembar saham seri B.

PT Jasa Raharja berkedudukan di Jalan H.R. Sasuna Kav. C — 2 Kuningan,
Jakarta dengan 29 kantor cabang, 63 kantor cabang perwakilan, 31 KPJR, dan 1.835

kantor Samsat.
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1. Dasar Hukum

Pembentukan PT Jasa Raharja melalui proses dan sejarah yang panjang dengan

dasar hukum sebagai berikut :

a) PP No 15 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi
Kerugian Eka Karya,

b) PP No 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi
Kerugian Djasa Rahardja,

c) SK Menteri Keuangan Nomor KEP-750/MK/IV/11/1970 tanggal 18
November 1970 tentang Pernyataan mengenai Perusahaan Negara (P.N.)
Asuransi Kerugian Djasa Rahardja sebagai Usaha, dan

d) PP No 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan (Persero) PT
Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

2. Modal
Kepemilikan modal PT Jasa Raharja terbagi atas modal dasar sebesar 34T dan
modal yang disetor sebesar Rp8,5T berdasarkan Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0082232.AH.01.02.
3. Bidang Usaha

PT Jasa Raharja bergerak dalam bidang asuransi kecelakaan penumpang alat

angkutan umum dan asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak

ketiga.
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4. Akte Pendirian
PT Jasa Raharja resmi didirikan pada tahun 1981 berdasarkan Akta Notaris
Imas Fatihah, S.H 49 tanggal 28 Februari 1981 s.t.d.t.d Akta Notaris Yulius
Purnawan, S.H., M.Si tanggal 9 April 2020.
3.1.3 Visi dan Misi Perusahaan
1. Visi
Menjadi Perusahaan Terpercaya dalam Memberikan Perlindungan Dasar
Terhadap Risiko Kecelakaan dengan Pelayanan yang Terbaik.
2. Misi
Menyediakan Perlindungan Dasar yang Terintegrasi Secara Digital dan
Didukung Human Capital yang Unggul Guna Menguatkan Stakeholders

Engagement.

3.1.4 Budaya Perusahaan

BUMN perlu memsiki nilai-nital utama (core vales) sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan

Amanah

Kolaboratif
Memegang teguh kepercayaan yang O‘ @ Membangun kerjasama yang sinergis
A
diberikan

Kesediaan bekerjasama, sinergi untuk hasil

3 U yang lebih baik
P @ Adaptif
mn AR
menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

Inovatif, Agile, Adaptif

Integritas, Terpercaya, Bert

abilitas, Juj

n
Kompeten P

Terus belajor dan mengembangkan kapabilitas

Prof

nal, Fokus Pelan:

Memuaskan, Unggul, Excellence, Smart

@ AKHLAK @©.,
Harmonis

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan
Saling Pedull dan Menghargal Perbedaan Bingea den flegera

Pedull(Caring), Keberagaman (Oherainy) A Komitmen, Dedikasi (rela berkorban), Kontribusi

Gambar 3.2 Budaya Perusahaan

Sebagaimana dijelaskan pada gambar 3.2, PT Jasa Raharja menerapkan budaya

amanah, kompeten, harmonis, kolaboratif, adaptif, dan loyal yang diterapkan dalam
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pelayanan dan operasional perusahaan. Budaya organisasi PT Jasa Raharja sebagali
BUMN dibentuk untuk mendukung sikap tanggap, tangkas, dan tangguh dalam

proses bisnis perusahaan.

3.1.5 Tugas Utama PT. Jasa Raharja (Persero)

Tugas utama PT Jasa Raharja sebagai perusahaan asuransi sosial adalah
melaksanakan asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum dan asuransi
tanggung jawab sesuai dengan Undang — Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan
dengan Undang — Undang Nomor 34 Tahun 1964 berikut aturan pelaksanaanya.

PT Jasa Raharja memiliki tugas untuk mengelola dana dari masyarakat,
kemudian memenuhi kewajiban kepada masyarakat atas klaim santunan kecelakaan
yang terjadi. Hal tersebut juga serupa diatur dalam Undang — Undang Nomor 33
Tahun 1964. Adapun dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang
berdasarkan Undang — Undang Nomor 34 Tahun 1964 adalah dana yang terhimpun
dari iuran (kecuali yang ditetapkan oleh Menteri), sementara dana tersebut
bersumber dari himpunan dana melalui sumbangan wajib yang dipungut dari
pemilik/pengusaha alat angkutan lalu — lintas jalan dan yang disediakan untuk
menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu — lintas.

1) Undang — Undang Nomor 33 Tahun 1964

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 1964 mengenai Dana Pertanggungan
Wajib Kecelakaan Penumpang menjelaskan bahwa setiap warga negara harus
mendapatkan perlindungan terhadap kerugian yang disebabkan kecelakaan —
kecelakaan di luar kesalahannya. Pemberian santunan kepada setiap penumpang

angkutan umum yang mengalami kecelakaan akibat pengguna angkutan umum
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lainnya diberikan kepada setiap penumpang selama penumpang berada di dalam
angkutan tersebut ketika naik dari tempat berangkat sampai tujuan

Dalam hal kecelakaan dialami oleh penumpang kendaraan umum (contoh :
bus) yang sedang berada di kapal, penumpang kendaraan umum (bus) tersebut
berhak untuk menerima santunan ganda atas kecelakaan yang dialami pada bus dan
kapal dimaksud. Namun demikian, bilamana kecelakaan tersebut terjadi dan jasad
penumpang bus menghilang (tidak ditemukan dalam pencarian), maka pengajuan
santunan akan didasarkan pada keputusan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor:
KEP.15/PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017, nilai santunan kecelakaan
penumpang adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Formulir Pengajuan Santunan

JENIS ALAT ANGKUTAN
JENIS SANTUNAN

Darat dan Laut Udara

Meninggal Dunia Rp50.000.000,-[Rp50.000.000,-
Cacat Tetap (Maksimal) Rp50.000.000,-[Rp50.000.000,-
Perawatan (Maksimal) Rp20.000.000,-[Rp25.000.000,-

Penggantian Biaya Penguburan (Tidak
S Rp4.000.000,- | Rp4.000.000,-
mempunyai ahli waris)

Manfaat Tambahan Penggantian Biaya P3K
_ Rp1.000.000,- | Rp1.000.000,-
(maksimal)

Manfaat Tambahan Penggantian Biaya
_ Rp500.000,- | Rp500.000,-
Ambulance (maksimal)
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2) Undang — Undang Nomor 34 Tahun 1964
Berdasarkan UU No 34 Tahun 1964, setiap orang yang berhak untuk menerima
santunan adalah setiap orang sebagai korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan
yang disebabkan oleh alat angkutan lalu — lintas jalan. Atas hal tersebut, korban
yang dimaksud berhak untuk menerima nilai santunan berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan Rl Nomor: KEP.16/PMK/010/2017 tanggal 13 Februari 2017
sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Orang Yang Berada Di

Luar Angkutan Umum

Jenis Santuan Besar Santunan
Meninggal Dunia Rp. 50.000.000,-
Cacat Tetap (Maksimal) Rp. 50.000.000,-
Perawatan (Maksimal) Rp. 20.000.000,-
Penggantian Biaya Penguburan (Tidak mempunyai

% Y ahl?waris) ( Puny Rp. 4.000.000,-
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya P3K Rp. 1.000.000,-

Manfaat Tambahan Penggantian Biaya Ambulans Rp. 500.000,-

3.1.6 Tujuan Utama PT Jasa Raharja (Persero)

Tujuan pendirian PT Jasa Raharja adalah memberikan santunan kepada
masyarakat yang mengalami kecelakaan dalam alat transportasi baik menurut UU
No 33 Tahun 1964 dan UU No 34 Tahun 1964. Adapun persyaratan bagi
masyarakat yang mengalami kecelakaan dalam hal ini disebut korban berhak
mengklaim santunan yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964

dalam hal ;
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1. Korban tidak ditemukan jasadnya,
Atas situasi tersebut, klaim santunan terlebih dahulu harus menunggu
keputusan dari pengadilan negeri.

2. Penumpang sah dari angkutan umum.

Sedangkan korban kecelakaan yang terjamin Undang - Undang Nomor 34
tahun 1964 antara lain:

1. Korban mengalami kecelakaan tabrak lari
Atas situasi tersebut, klaim santunan terlebih dahulu harus menunggu
kebenaran atas peristiwa melalui observasi kebenaran.

2. Korban tabrakan dari kendaraan bermotor dua atau lebih
Atas situasi tersebut, klaim santunan terlebih dahulu harus menunggu
kebenaran bahwa masyarakat merupakan korban yang menerima
dampak terjadinya tabrakan dan bukan sebagai penyebab kecelakaan
tersebut terjadi.

3. Korban kecelakaan lalu lintas tertabrak oleh kendaraan kereta api atau

kendaraan bermotor.

Atas klaim santunan yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan kepada
korban sendiri atau ahli waris korban dalam hal korban meninggal dunia atau hal
lain yang diperbolehkan. Pihak — pihak yang diakui sebagai ahli waris adalah

orangtua korban, suami/istri korban, dan anak korban.
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Gambar 3.3. Bentuk Struktur Organisasi PT Jasa Raharja

Kantor Perwakilan Tasikmalaya merupakan kantor perwakilan tingkat |
yang merupakan kombinasi dari organisasi dengan staf dengan tugas memberikan
masukan bagi kelangsungan proses bisnis Kantor Perwakilan Tasikmalaya.
Wewenang dilimpahkan langsung secara vertikal melalui pimpinan tertinggi
kepada unit di bawahnya sebagaimana jenis organisasi dengan struktur organisasi
lini dan staf.

Organisasi Kantor Perwakilan Tasikmalaya dibentuk sesuai dengan

kebutuhan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan
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organisasi adalah terbentuknya sinergi saling mendukung satu sama lain dan

menciptakan sistem kerja yang baik.

3.1.8 Tugas dan Wewenang

Sebagaimana ditampilkan dalam gambar 3.3, PT Jasa Raharja

mendeskripsikan secara garis besar bagian dan tugas pada di PT Jasa Raharja

(Perwakilan) Kantor Perwakilan Tasikmalaya. Adapun tugas dan tanggungjawab

masing — masing bagian dalam struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:

A. Kepala Perwakilan

Tugas Kepala Perwakilan:

1.

2.

Memegang kontrol penuh dan tanggungjawab atas aktivitas operasional
Mengoordinasikan kegiatan kerja dengan rekanan/mitra kerja
Melaksanakan penerimaan, pemeriksaan, dan penandatangan, laporan
harian penerimaan (LHP) Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan (SWDKLLJ) dan luran Berwajib Kendaraan Bermotor Umum
(IWKBU).

Melaksanakan pemeriksaan dan penandatanganan dokumen — dokumen
keuangan

Melaksanakan pemeliharaan dan penjagaan aset perusahaan di wilayah
kantor perwakilan

Melaksanakan penerimaan, pemeriksaan, dan laporan bulanan penerimaan
SWDKLLJ, IWKBU dan Laporan Bidang Klaim serta bidang keuangan

Mengoordinasikan kunjungan kepada pemilik kendaraan bermotor umum
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B. Kasir

Tugas Kasir:

1.

2.

8.

Menerbitkan cek dan bilyet giro untuk bank

Berkoordinasi dengan kepada bank untuk kepentingan aktivitas keuangan
perusahaan

Melakukan pencairan atau penyetoran dana tersisa ke bank

Menerima setoran dari bagian asuransi

Mengelola dan mempersiapkan dana pembayaran klaim.
Bertanggungjawab dalam pengerjaan bukti pengeluaran kas.

Membayar Klaim asuransi

Melakukan transaksi lainnya

C. PJ Kantor Pelayanan Jasa Raharja

Tugas PIKPJR:

1.

2.

3.

Menuntaskan tugas — tugas administrasi klaim harian.
Meneliti dan memberikan otorisasi penyelesaian santunan Yyang
melimpahkan, menerima, memberi nomor dan pembayaran santunan.

Menerbitkan perencanaan kerja bulanan

D. Bagian Pelayanan Klaim

Tugas Bagian Pelayanan Klaim:

1.

Mengumpulkan data administrasi pembanding sebagai bahan uji silang

klaim
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4.

Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeriksaan dan penelitian
berkas klaim UU Nomor 33 Tahun 1964 dan UU Nomor 34 Tahun 1964
di lingkungan kerja kantor

Menerima tamu dalam pelayanan kantor seperti wartawan atau rekan mitra
kerja

Memberikan pelayanan kepada korban/ahli waris

E. Jabatan: Bagian Bidang Teknik

Tugas Bagian Bidang Teknik:

1.

2.

5.

Memonitoring berkas laporan yang masuk

Menagih iuran wajib kepada instansi — instansi terkait

Menerbitkan surat kepada operator yang menunggak pembayaran selama
lebih dari tiga bulan

Mengoordinasikan evaluasi kinerja perusahaan yang pada umumnya
dilakukan secara triwulan

Membuat jadwal pelaksanaan uji petik

F. Bagian Keuangan & Umum

Tugas Bagian Keuangan dan Umum:

1.

2.

3.

Menyusun dan menjalankan proses risk management
Membuat dan menciptakan laporan transfer untuk kantor pusat perusahaan

Mengkoordinir pelaporan kegiatan keuangan di kantor cabang
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3.2 Data Khusus
3.2.1 Prosedur Pengajuan Santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) Kota
Tasikmalaya

Jaminan sosial kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan penumpang
umum dan lalu lintas jalan berupa santunan dari PT. Jasa Raharja (Persero). PT.
Jasa Raharja (Persero) bertanggung jawab penuh atas kejadian kecelakaan
penumpang umum dan lalu lintas jalan agar para korban mendapatkan santunan.
Dalam proses pengajuan klaim santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan
terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan. Apabila
terjadi kecelakaan lalu lintas maka ada pihak yang berwenang untuk mendapatkan
laporan. Seperti di darat harus ada laporan kepolisian dan PT. KAI untuk pengguna
kereta untuk kecelakaan lalu lintas, untuk kecelakaan kapal laut harus ada laporan
Syah Bandar dan untuk kecelakaan udara harus ada laporan dari maskapai itu
sendiri. Berikut tata cara pengajuan santunan di PT. Jasa Raharja (Persero):

e Dokumen Umum

1. Formulir pengajuan santunan dari pihak PT. Jasa Raharja (Persero)

2. Laporan keterangan singkat kecelakaan

3. Laporan kesehatan korban

4. Keterangan ahli waris jika korban meninggal dunia

e Dokumen Pendukung Yang Harus Ada:

1. Laporan Polisi
Laporan polisi diperoleh ketika polisi melakukan observasi ke TKP.
Observasi akan menghasilkan laporan dan deskripsi kejadian yang akan

dilaporkan kepada PT Jasa Raharja
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. Fotokopi KTP Korban

Fotokopi KTP korban diperlukan sebagai identitas korban dan klaim
bahwa yang bersangkutan adalah benar pihak terlibat dalam kecelakaan
. Fotokopi KK

Kartu keluarga merupakan dokumen untuk memperjelas status korban
dari segi umur (di bawah/di atas 17 tahun). Apabila korban merupakan
seseorang dengan usia di bawah 17 tahun, KK merupakan alternatif
identitas korban selain KTP. Dalam hal ini, pengurusan klaim asuransi
akan dilimpahkan kepada pihak keluarga sebagaimana termaktub dalam
KK.

. Fotokopi Buku Nikah

Buku nikah merupakan dokumen yang digunakan untuk korban
meninggal dunia akibat kecelakaan. Pengurusan klaim asuransi akan
dilimpahkan kepada suami/istri sah menurut buku nikah.

. Fotokopi KTP Ahli Waris

KTP ahli waris merupakan dokumen bukti untuk memvalidasi ahli waris

korban bilamana korban meninggal dunia.

. Surat Kematian

Surat kematian merupakan dokumen yang diperoleh dari rumah sakit
tempat korban meninggal dunia dan/atau pemerintah desa/kelurahan
apabila korban meninggal ditempat kejadian atau tidak dibawa ke rumah
sakit.

Kwitansi Asli Biaya Perawatan dari Rumah Sakit/Puskesmas
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Kwitansi asli atas biaya perawatan korban selama di rumah
sakit/puskesmas merupakan dokumen wajib yang harus dilampirkan oleh
korban/perwakilan sah korban kepada pihak Jasa Raharja sebagai bukti
pembayaran. Atas jumlah biaya yang tertera dalam kwitansi akan diganti
oleh PT Jasa Raharja

8. Rekam Medis
Rekam medis merupakan dokumen yang diperoleh dari pihak rumah
sakit/puskesmas yang menangani korban kecelakaan.

9. Fotokopi Surat Rujukan
Fotokopi surat rujukan merupakan dokumen yang diperlukan bilamana
korban dirujuk ke instansi kesehatan lainnya. Dokumen ini diperlukan
sebagai syarat pengajuan santunan apabila korban dirujuk.

10. Keterangan Cacat Tetap
Dokumen keterangan cacat tetap merupakan dokumen yang diperoleh
dari rumah sakit sebagai bukti bahwa korban mengalami cacat tubuh
tetap akibat kecelakaan yang dialami. Adapun jenis cacat tetap adalah
amputasi dan kebutaan.

11. Fotokopi Buku Tabungan
PT Jasa Raharja memerlukan fotokopi buku tabungan sebagai sarana
penyaluran klaim asuransi untuk menggantikan biaya perawatan melalui

transfer sebesar nominal pada kwitansi sah.

3. Persyaratan Untuk Korban Luka-Luka

1. KTP/SIM/PASSPORT/RESI (Surat Keterangan Domisili) Korban
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Gambar 3. 4 Identitas Korban Klaim

2. Formulir Pengajuan Santunan yang Diisi Oleh Korban/Pemohon
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3. Formulir Keterangan Kesehatan Korban Yang Mengalami
Kecelakaan Dan Sudah Ditanda Tangani oleh Dokter

Gambar 3. 5 Formulir Pengajuan Santunan

Gambar 3. 6 Keterangan Sehat Dokter

4. Laporan Polisi dan Observasi Gambar TKP
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Gambar 3. 7 Laporan Polisi dan Observasi TKP
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5. Kwitansi Asli Biaya Perawatan dari Rumah Sakit/ Puskesmas

Gambar 3. 8 Kwitansi Pembayaran

6. Surat Kuasa Dari Korban kepada Pihak Ketiga dan harus bermatrai

Gambar 3. 9 Surat Kuasa
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Gambar 3. 10 Identitas Pihak Ketiga

a. Surat Tagihan Rumah Sakit

Gambar 3. 11 Surat Tagihan Rumah Sakit

b. Buku Tabungan

4. Persyaratan Untuk Korban Cacat Tetap:
1.  KTP/SIM/PASSPORT/RESI (Surat Keterangan Domisili) Korban
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Gambar 3. 12 ldentitas Korban

2. Formulir Pengajuan Santunan yang Diisi Oleh Korban/Pemohon

3k e o b 11
(I S N O L2

Gambar 3.13 Formulir Pengajuan Santunan

3. Foto Diri Korban (Memperlihatkan Cacat Tubuhnya)
4.  Surat Keterangan Cacat dari Dokter/Rumah Sakit yang Merawat
Korban

5. Surat Kesehatan Korban yang dialami ketika Kecelakaan
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Gambar 3. 14 Surat Kesehatan Korban

6.  Laporan Polisi

Gambar 3. 15 Laporan Polisi dan Observasi TKP
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7. Surat Tagihan Rumah Sakit

Gambar 3. 16 Surat Tagihan Rumah Sakit

8.  Buku Tabungan

5. Persyaratan Untuk Korban Meninggal Dunia
1.  KTP/SIM/PASSPORT/RESI (Surat Keterangan Domisili) Korban

Gambar 3. 17 Identitas Korban

42



2. Formulir Pengajuan Santunan yang Diisi Oleh Korban/Pemohon

Gambar 3. 18 Formulir Pengajuan Santunan

3. Laporan Polisi

Gambar 3. 19 Laporan Polisi dan Observasi TKP
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4, Surat Kematian

SURAT KEMATIAN
No 474 ¥/ DS-2013/ 80 12022
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sukaraty
mencranghan bahwa
Nama ROROS ROSIDAH
Jenis Kelamin — Perempuan
™ Garut, 12-08-1967
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga
Alnmat Kp. Kebon Jeruk RT. 001 RW. 001
Desa Sukaraty Kecamatan Malangbong
Kab. Garut
Telah Meminggal Dunia Pada
Hari / Jam Kamis, 0630 WIB
Tanggal 28 Juli 2022
Di Depan Pasar Lewo

Penyebab Kecelakaan

Surat keterangan ini dibuat atas dasar yang scbenamya

P T

7+ St 29 duli 2022

Gambar 3. 20 Surat Kematian

5. Surat Keterangan Ahli Waris

KETERANGAN AHLI WARIS
(Thass aich Pamongprais stae yang iereemasg lamays spetsls Lurban meninggs! duma)

L Vang bertands tnngen dibawah bl ©
Nama T CHERAN

Jahatas b v
Mencrangkan bahaa namas pads pevst 3 (t1ga) Derar sebaga shivwans horban pade pont I (dus)
dengen Leterangan Masing masiey sebagaimana Ghaw b o

Nama Loton telivew

Jenis helamun. O Lak-laki S Porempuan

Umyar tanggal lahir St - RewsTaL -y

Status pernikahan @ Nikah O Jends O Duts [ Behum Nikah
Alama WY A e et EX. S0\ wuy w0y

05 SanmaTs Vel MR S

Nama DEwti RoLpinmT

Hubungan dengan korbens O JaadaDuds Gransk O Orasg ua
Usus anggal lahw Pt 02 - Reusut - Wl

Alsmat o] o o o

Surat Nikab Akte Kelahiran Katu Kelusrgs  No 39601/ /imanpz  Tengual
Drkeluarkan &

Kartu Tands Penduduk No $sost{1 1 00(F  Taaggal
Dikchuarkan & $

Dengan mengmngat sumpah jabatan, Surat Keterangan m dibuat dengan sebenamya,
& - - tanggal

I‘M- dan cap Pejabat/Instane

D .‘&\2&-’ sl

Nl
@ Formulir inl disediakan securs Cuma-Cursi SWPT. Jass Rabarjs (Persers)

Gambar 3. 21 Surat Keterangan Ahli Waris

44



6. Melakukan Survei oleh Pihak PT. Jasa Raharja

Terhadap Korban

7. Buku Tabungan

3.2.2 Kendala-Kendala Dalam Proses Pengajuan Santunan di PT. Jasa
Raharja (Persero) Kota Tasikmalaya

Kendala-kendala yang dialami oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Kota
Tasikmalaya dalam pelaksanaan klaim asuransi untuk korban kecelakaan lalu lintas
terbagi menjadi dua kategori, yaitu: Proses pengajuan klaim korban terhambat oleh
hambatan internal, seperti komputer mengalami downtime server, koneksi yang
buruk, scanner dan printer yang tidak berfungsi. Jika ada yang menggugat,
pemohon harus menunggu lebih lama dikarenakan akibat dari kendala internal yang
bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi. Yang ke dua adalah kendala eksternal,
yaitu kurangnya informasi kepada masyarakat jika terjadi kecelakaan dikarenakan

pihak PT. Jasa Raharja kurang sosialisasi klaim terhadap masyarakat apabila
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masyarakat mengalami kecelakaan, sehingga kebanyakan masyarakat tidak
membawa berkas-berkas yang wajib diserahkan kepada pihak PT. Jasa Raharja,
seperti lupa membawa keterangan singkat kecelakaan, laporan kesehatan korban,
keterangan ahli waris jika korban meninggal dunia, laporan polisi, fotokopi
identitas korban, fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku nikah, surat kematian,
kwitansi asli biaya perawatan dari rumah sakit/puskesmas, rekam medis, dan buku
tabungan

Sebagai akibat dari kendala ini, masyarakat kurang mendapat informasi
mengenai tata cara untuk klaim asuransi kecelakaan. Hal ini disebabkan oleh
minimnya pengetahuan akan pengurusan administrasi pemerintahan sehingga tidak

kapabel secara pengetahuan untuk menuntut hak nya.
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah perusahaan asuransi yang memberikan
jaminan sosial kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan penumpang umum
dan lalu lintas jalan. Perusahaan ini bertanggung jawab penuh atas kejadian
kecelakaan agar para korban mendapatkan santunan. Namun, terdapat beberapa
syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan untuk mengajukan klaim
santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan.

Dalam proses pengajuan klaim santunan, terdapat dokumen umum yang
harus dipenuhi seperti formulir pengajuan santunan, laporan keterangan singkat
kecelakaan, laporan kesehatan korban, dan keterangan ahli waris jika korban
meninggal dunia. Selain itu, terdapat dokumen pendukung yang harus dilampirkan
seperti laporan polisi, fotokopi KTP korban, fotokopi KK, fotokopi buku nikah,
fotokopi KTP ahli waris, surat kematian, kwitansi asli biaya perawatan dari rumah
sakit/puskesmas, rekam medis, fotokopi surat rujukan, keterangan cacat tetap, dan
fotokopi buku tabungan.

Korban kecelakaan juga harus memperoleh laporan dari pihak yang
berwenang seperti laporan dari kepolisian dan PT. KAI untuk pengguna kereta,
laporan Syah Bandar untuk kecelakaan kapal laut, dan laporan dari maskapai itu

sendiri untuk kecelakaan udara.
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Dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi dan dokumen pendukung
yang harus dilampirkan, pengajuan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan
di PT. Jasa Raharja (Persero) menjadi proses yang cukup rumit. Namun, hal ini
dilakukan untuk memastikan bahwa santunan yang diberikan benar-benar
diperuntukkan untuk korban kecelakaan yang membutuhkan bantuan. Selain itu,
perusahaan ini juga memberikan dukungan finansial kepada korban kecelakaan
melalui penggantian biaya perawatan yang sebelumnya menggunakan biaya pribadi
korban.

Dari proses pengajuan klaim santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan
di PT. Jasa Raharja (Persero), terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah
satunya adalah kendala internal yang disebabkan oleh komputer mengalami
downtime server, koneksi yang buruk, scanner dan printer yang tidak berfungsi.
Dan kendala eksternal disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak PT. Jasa

Raharja mengenai klaim asuransi bagi masyarakat yang mengalami kecelakaan.

4.2 Saran

Terkait sistem operasional yang ada pada PT Jasa Raharja tersebut masih
dalam kondisi yang tidak efisien dan perlu ada perubahan yang berkala, dari
pembenaran sistem antrian, perbaikan pada koneksi internet dan server internal
organisasi. Ketidakefisienan ini mengakibatkan hal-hal yang bersifat formal
menghalangi kegiatan utama. Perlunya cara pemberitahuan yang baik kepada

masyarakat terkait dengan Santunan Asuransi Kesehatan yang dimiliki oleh PT Jasa
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Raharja agar tidak terjadi kebingungan. Beberapa Hal yang dapat dilakukan di

antaranya adalah:

1. Melalui sosial media dapat langsung sebagai platform untuk sosialisasi terkait
jasa yang ditawarkan oleh PT. Jasa Raharja tersebut.

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai PT. Jasa Raharja agar
masyarakat tidak kebingungan apabila ingin mengajukan klaim kepada pihak
PT. Jasa Raharja.

3. Melalui Website, digitalisasi sangat mempermudah masyarakat dalam
mendapatkan informasi, sehingga melalui Halaman Website resmi PT Jasa
Raharja tersebut dapat berperan aktif untuk memberitahu kepada masyarakat

terkait pelayanan asuransi kesehatan tersebut.
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Surat Keterangan Magang Dari Universitas Islam Indonesia

Cntum o O Bt Paatord

FAKULIAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

/

Nomor : 005 228/Ket/20/Akd'V/2022

Lamp : -

Perihal : Permohonan izin mahasiswa
magang/riset

Kepada Yth.

Pimpinan PT. Jasa Raharja
1. Mohamad Hatta No.188a, Sukamanah. Kec. Cipedes. Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46131

Assalomy aloifym W Wh

Diberitshukan dengan hormat, bahwa setiap mahasiswa sebelum mengakhiri sudi di
Program Diploma 111 Fakultas Bisnis dan Ekonomika Ull Yogyakarta, diwajibkan membuat
karya ilmish yang merupakan laporan hasil magangriset mereka di perusahaan/instansi.
Schubungan dengan it mahasiswai kami dibawah ini :

[No
1

NIM Nama Jurusan
19211038 Muhammad Igbal Herdiawan

Bermaksud unuk melkukan magang di PT. Jasa Raharja pada tanggal
16 Mei 2022 - 16 Agustus 2022, Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan
Bapak/lbu pimpinan dapat menerima dan menilsi mshasiswai kami dalam Buku
Perkembangan Pelaksanaan Magang (BPPM),

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu pimpinan, diucapkan terima kasih.
Wassaliemsalzikym W HE

Y ogyakarta, 30 Mei 2022

Rma Prodi D3 Manajemen
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ri Mulyati, MSi.
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